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Abstrak. Indonesia mengakui dan menjamin bahwa kesehatan 

merupakan hak asasi manusia, yang pengaturan dasarnya tertulis 

pada Pasal 28H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan. Dalam mewujudkan pelaksanaan hak asasi manusia, 

maka dapat ditafsirkan berdasarkan ketentuan selanjutnya pada 

Pasal 28I ayat 4, hal tersebut adalah tanggung jawab negara, 

terutama pemerintah. Pengaturan tanggung jawab terhadap 

kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas pelayanannya 

ditegaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak 

pandemi Covid-19 menghantam Indonesia Tahun 2020, pelayanan 

kesehatan merupakan salah satu bidang yang berdampak besar. 

Situasi anomali yang terjadi turut mempengaruhi jadwal pencucian 

darah terhadap pasien hemodialisis yang mengalami kesulitan 
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mendapatkan akses pelayanan kesehatan bahkan tidak dilayani 

sebagaimana mestinya, dan konsekuensi tidak dilakukan 

hemodialisis secara rutin maka akan berbahaya bagi pasien tersebut. 

Penulisan ini ingin mengkaji bagaimana tanggung jawab 

pemerintah dalam perlindungan hak asasi manusia terhadap pasien 

hemodialisis selama pandemi Covid-19. Metode penulisan yang 

digunakan adalah normatif dengan pendekatan masalah yaitu 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, dan kasus. 

 

Kata Kunci: Hak pasien hemodialisis, Tanggung jawab pemerintah. 

 

Abstract. Indonesia recognizes and guarantees that health is a human 

right, the basic regulation of which is written in Article 28H paragraph (1) 

of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely that every 

person has the right to live in physical and mental prosperity, have a place 

to live, and have a good living environment. and healthy and entitled to 

health services. In realizing the implementation of human rights, it can be 

interpreted based on the further provisions in Article 28I paragraph 4, this 

is the responsibility of the state, especially the government. The regulation 

of responsibility for public health through the provision of its service 

facilities is further emphasized in the provisions of Article 34 paragraph (3) 

of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Since the Covid-19 

pandemic hit Indonesia in 2020, health care is one of the areas with a major 

impact. The anomalous situation that occurs also affects the blood washing 

schedule for hemodialysis patients who have difficulty getting access to 

health services and are not even served properly, and the consequences of 

not doing hemodialysis routinely will be dangerous for these patients. This 

paper wants to examine how the government is responsible for protecting 

human rights of hemodialysis patients during the Covid-19 pandemic. The 

writing method used is normative with a problem approach that is based on 

statutory regulations, concepts, and cases. 

 

Keywords: Rights of hemodialysis patients, Government responsibility. 

 

A. Pendahuluan 

Pandemi Covid-19 bukan lagi hal yang baru di telinga 

masyarakat. Bukan hanya satu atau beberapa negara yang 

merasakan dampak dari pandemi ini, melaikan semua negara di 
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dunia ini merasakannya. Sejak 1 Desember 2019 merupakan awal 

virus ini muncul di Wuhan, Cina dan sejak saat itulah covid-19 mulai 

menyebar ke berbagai belahan dunia serta menginfeksi jutaan 

manusia. 11 Maret 2020 merupakan awal World Health Organization 

(WHO) menetapkan wabah ini sebagai pandemi. Pandemi adalah 

wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah 

geografis yang luas. 

Data 18 Juni 2021 menunjukan secara global bahwa total kasus 

konfirmasi covid-19 di dunia adalah 177,108,695 kasus dengan 

3,840,223 kematian (CFR 2,2 %) di 222 negara terjangkit dan 149 

Negara Transmisi Komunitas, sedangkan untuk Indonesia sendiri 

hingga tanggal 18 Juni 2021 pemerintah melaporkan teradapat 

1,963,266 orang terkonfirmasi positif covid-19 dan ada 54,043 

kematian (CFR 2,8 %) dan sudah 1,779,127 orang telah sembuh.1 

Peningkatan demi peningkatan terjadi setiap harinya, bukan 

semakin membaik malah sebaliknya. 

Semenjak adanya pandemi covid-19 banyak sekali perubahan 

yang terjadi dalam masayarakat mulai dari hal-hal yang sederhana 

seperti menggunakan masker setiap kali berkatifikas diluar rumah, 

menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin, semua itu 

dilakukan demi menjaga diri dari penyebaran virus corona. Namun, 

pada kenyataanya bukan hanya itu, perubahan pun mulai terlihat 

saat semua hal dilakukan dari rumah masing-masing seperti bekerja, 

sekolah, dll. Semua aktifitas yang sering dilakukan diluar rumah 

diharuskan untuk dilakukan di dalam rumah. Istilah work from home 

atau bekerja dari rumah merupakan ajakan yang sangat viral pada 

awal-awal virus ini menyebar hingga sekarang tapi ketika keadaan 

semakin bisa dikendalikan dengan tetap menjaga protocol kesehatan 

dengan baik maka era baru pun di mulai yaitu era new normal. Era 

new normal ini merujuk pada pelaksanaan aktifitas masyarakat hanya 

saja dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru untuk mengatasi 

penyebaran virus corona. 

Pelaksanaan new normal di Indonesia sendiri dapat dikatakan 

bukanlah solusi terbaik untuk menanggulangi masalah penyebaran 

 
1  Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. Info Infeksi Emerging 

Kementrian Kesehatan RI. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi- 

emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-19-juni-

2021. diakses pada tanggal 1 Juli 2021. 

https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-19-juni-2021
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-19-juni-2021
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-19-juni-2021
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virus corona, buktinya dapat dilihat dari lonjakan pasien yang 

terinfeksi virus corona yang semakin meningkat. Hal tersebut terjadi 

juga karena kurangnya kesadaran masyarakat serta lemahnya 

pewasan pemerintah sehingga masyarakat terkesan mengacuhkan 

protokol yang seharusnya dijalankan dengan sebaik-baiknya. 

Peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi virus corona yang 

semakin meninggkat menyebabkan banyak rumah sakit yang 

digunakan sebagai tempat untuk merawat pasien-pasien tersebut. 

Jumlah pasien yang semakin hari semakin bertambah membuat 

banyak dokter, perawat, dan relawan yang kewalahan dalam 

menangani pasien dan bukan hanya itu keterbatasan ruangan pun 

menjadi masalah yang sangat beresiko. Hal tersebut tidak hanya 

berbahaya bagi para penderita  yang telah terinfeksi virus corona, 

tapi nasib dari orang-orang yang memiliki penyakit lain yang 

memerlukan pelayanan rutin di rumah sakitpun merasakan 

dampaknya seperti harus ditolak atau tidak dilayani karena 

beberapa alasan yang cukup mendasar dalam keadaan seperti ini, 

salah satunya adalah rumah sakit yang merawat pasien covid sangat 

terisolasi sehingga tidak dapat dimasuki oleh masyarakat umum. 

Alasan seperti inilah yang membuat bnayak sekali pasien- pasien 

yang memiliki penyakit lain dan memerlukan bantuan medis secara 

rutih sering ditolak. 

Salah satu pelayanan bantuan medis yang harus rutin 

dilakukan dirumah sakit adalah pelayanan cuci darah. Para pasien 

yang memerlukan pelayanan cuci darah ini juga disebut pasien 

hemodialisis. Hemodialisis merupakan terapi cuci darah diluar 

tubuh. Pada umunya terapi ini dilakuakn untuk orang-orang yang 

mengidap penyakit ginjal yang mana ginjalnya tidak berfungsi 

secara optimal. Proses hemodialis hanya dapat dilakukan dengan 

menggunakan alat-alat yang steril dan hanya terdapat dalam rumah 

sakit. Bukan hanya fasilitas yang diperlukan, tapi juga tenaga ahli 

yang bersertifikasi. Proses Hemodialisis harus dilakukan secara 

rutin paling tidak seminggu tiga kali.2 

Dapat dibayangkan apa bila dengan keadaan yang sangat 

diperlukan untuk melakukan perawatan medis bagi pasien 

 
2  Redaksi Halodoc. 2021. Hemodialisa. 

https://www.halodoc.com/kesehatan/hemodialisa diakses pada 2 Juli 2021 

https://www.halodoc.com/kesehatan/hemodialisa
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hemodialisi tapi ditolak karena tidak adanya ruangan dan fasilitas 

untuk melakukan proses cuci darah, maka akan sangat berdampak 

besar bagi para pasien hemodialisis apabila mereka terus ditolak 

oleh pihak rumah sakit, sehingga dapat berujung pada kematian. 

Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) serta ahli 

epidemiologi dan biostatistik menjelaskan bahwa terdapat sekitar 

200.000 pasien gagal ginjal terancam meninggal ditengah wabah 

virus corona yang melanda Indonesia.3 Hal ini disebabkan dengan 

keterbatasan rumah sakit khusus bagi para pasien hemodialisis 

sehingga apabila pemerintah hanyak memfokuskan diri pada pasien 

yang terpapar virus coran tanpa mempertimbangkan adanya 

kelompok masyarakat yang juga memerlukan fasilitas medis untuk 

tetap bertahan hidup. 

Namun, disisi lain apabila tetap dipaksakan untuk rumah sakit 

menerima pasien hemodialisasi maka resiko buruk lainnya yang 

dapat diterima oleh pasien tersebut akan kemungkinan besar untuk 

bisa tepapar virus corona dan apabila terpapar virus tersebut maka 

dapat menimbulkan komplikasi pada bagian tubuh lain seperti 

jantung dan paru-paru, karena pada dasarnya pasien cuci darah 

sangatlah rentan terkena penyakit lainnya.4 

Ketika pasien hemodialisis terinfeksi virus corona pun menjadi 

catatan yang baru bagi pihak rumah sakit. Hal ini dibuktikan dengan 

diterapkan prosedur pengecekan kesehatan sebelum masuk seperti 

pengecekan suhu badan dan ditanyai beberapa pertanyaan terkait 

gejala covid-19 sebelum diizinkan masuk ke dalam gedung rumah 

sakit, mereka yang memiliki gejala terpapar covid-19 akan dirujuk 

ke rumah sakit rujukan, sedangkan rumah sakit rujukan tidak dapat 

melakukan proses cuci darah sekaligus. Situasi ini dapat 

membahayakan pasien cuci darah bukan hanya pada saat terinfeksi 

virus corona.  Ketua umum Komunitas Cuci Darah Indonesia 

(KPCDI), Tony Samosir menjelaskan bawah regulasi sedemikian 

rupa dapat memebahayakan nyawa pasien hemodialisi, 

 
3  Raja Eben Lumbanrua. BBC NEWS. 2020. Virus Corona dan Dampak ke Pasien 

Gagal Ginjal : Cek Covid-19 dulu, Cuci Darah Kemudian. 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 52219940 diakses pada 2 Juli 2021 
4  Ulfa Rahayu. Hello Sehat.2021. Perawatan Pasien Cuci Darah yang Rentan Tertular 

Covid-19. https://hellosehat.com/infeksi/covid19/pesan-makanan-saat-

coronavirus/ diakses pada 2 Juli 2021 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52219940
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52219940
https://hellosehat.com/infeksi/covid19/pesan-makanan-saat-coronavirus/
https://hellosehat.com/infeksi/covid19/pesan-makanan-saat-coronavirus/
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menurutnya pasien gagal ginjal itu sering batuk, sesak, dan suhu 

badannya tinggi hal tersebu disebabkan karena pasien tersebut 

terlalu banyak minum kemudian terjadi penimbunan air pada paru-

paru.5 

Pada dasarnya kasus ini serba salah, namun pemerintah harus 

tetap mengambil suatu kebijakan untuk tetap menyelamatkan 

banyak orang dan memenuhi hak mereka sebagai warga negara. 

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”. Konsititusi dasar Negara Indonesia telah 

melakukan penjaminan terhadap pelayanan ksehatan bagi seluruh 

rakyat Indonesia, oleh karena itu, pemerinthan harus tetap 

bertangung jawab atas apa yang telah diamanatkan  dalam 

konsititusi dasar Indonesia.  

Penyelesaan masalah ini hanya di titik beratkan pada kebijakan 

pemerintah yang haus bisa menyeleaikan masalah ini tanpa 

menimbulkan masalah lain. Pada dasarnya solusi yang perlu 

dilakukan pemerintah adalah membuat kebijakan dimana 

mengkhususkan beberapa rumah sakit untuk pasien cuci darah dan 

juga bagi pasien cuci darah yang terinfeksi virus corona. Hal ini 

mungkin terkesan merepotkan tapi inilah resikonya.  

Oleh sebab itu penelitian ini dibuat untuk menunjukan kepada 

khalayak pembaca bahwa negara menjamin adanya hak kesehatan 

bagi masyarakat dan khusunya bagi para pasien hemodialisis. 

Penelitian ini bertujuan juga dibuat agar para masyarakat dapat 

memberikan atensi penuh dalam situasi yang terjadi akhir-akhir ini. 

Dengan menjaga diri sendiri maka kita dapat menjaga sesama. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan 

pendekatan konseptual (conseptual approach).  

 

 

 
5  Ulfa Rahayu. Hello Sehat.2021. Perawatan Pasien Cuci Darah yang Rentan Tertular 

Covid-19. https://hellosehat.com/infeksi/covid19/pesan-makanan-saat-

coronavirus/ diakses pada 2 Juli 2021 

https://hellosehat.com/infeksi/covid19/pesan-makanan-saat-coronavirus/
https://hellosehat.com/infeksi/covid19/pesan-makanan-saat-coronavirus/
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B. Pembahasan 

1. Konsep Tanggung Jawab Negara  

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah 

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab 

menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban 

menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan 

menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia 

akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang 

tidak disengaja.  

Berbicara tentang tanggung jawab hukum, Ridwan Halim 

menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat 

lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan 

hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung 

jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu 

atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari 

peraturan yang telah ada. 6 konsep yang disampaikan oleh Ridwan 

Halim telah mendudukan bahwa pola perilaku atau konsep 

hubungan antara hak, kewajiban, dan kekuaaan tidak hanya berhenti 

hanya pada konsep semata melainkan sudah diamanatkan didalam 

UUD 1945.  

 

2. Tanggung Jawab Negara terhadap Perlidungan Hak Pelayanan 

Kesehatan 

Hak Asasi Manusia secara substansial telah diatur di dalam 

UUD NRI Tahun 1945. Salah satu hak asasi manusia yang diatur 

adalah hak atas kesehatan. Pasal 28H, ayat (1) UUD Tahun 1945, 

menyatakan dengan tegas bahwa “setiap orang berhak ... memperoleh 

pelayanan kesehatan”.7 Dengan masuknya hak kesehatan ke dalam 

konstitusi, maka hak atas kesehatan secara resmi merupakan hak 

hukum positif yang dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah 

wajib untuk memenuhi hak kesehatan warga negaranya melalui 

usaha-usaha yang nyata dan konkrit.  

 

 
6  Khairrunisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Medan, 2008, 

hal 4  
7    UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) : “setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 
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Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, 

ia tidak hanya menyangkut hak atas individu an sich, tetapi meliputi 

semua faktor yang memberi konstribusi terhadap hidup yang sehat 

(healthy self) terhadap individu, seperti masalah lingkungan, nutrisi, 

perumahan dan lain-lain. Sementara hak atas kesehatan dan hak atas 

pelayanan kedokteran yang merupakan hakhak pasien, adalah 

bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan. 

Untuk menjamin agar hak kesehatan dapat dipenuhi, UUD NRI 

Tahun 1945, Pasal 34 ayat (3) menandaskan bahwa : “Negara 

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ...”.8 Pasal 

28H ayat (3) mengamanatkan bahwa : “Setiap orang berhak atas atas 

jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh 

sebagai manusia yang bermartabat”. Ketentuan pasal 28H ayat (3) 

tersebut, terkait dengan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: “Negara 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 

martabat kemanusiaan”. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa 

penyediakan fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab negara, 

dan negara juga bertanggung jawab untuk menjamin masyarakat 

dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. 

Program Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (JKSN) ditujukan 

untuk memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang cukup 

komprehensif, mulai dari pelayanan preventif seperti imunisasi dan 

Keluarga Berencana hingga pelayanan penyakit katastropik seperti 

penyakit jantung dan gagal ginjal. Baik institusi pelayanan kesehatan 

pemerintah maupun swasta dapat memberikan pelayanan untuk 

program tersebut selama mereka menandatangani sebuah kontrak 

kerja sama dengan pemerintah.9 

Perlindungan hokum terhadap pasien sebagai konsumen jasa 

pelayanan kesehatan pada dasarnya harus dimulai transaksi 

terapeutik dibuat, artinya transaksi/perikatan atas dasar kesetaraan 

antara kedua belah pihak. Selain itu jalinan komunikasi antara kedua 

belah juga senantiasa dijaga, hal ini dimaksudkan untuk 

meminimalisir terjadinya tindakan yang disengaja (intentional) 

 
8   Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi: “Negara bertanggung jawab 

atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” 
9   https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Jaminan_Sosial_Nasional?veaction=edit . 

diakses pada 2 Juli 2021.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Jaminan_Sosial_Nasional?veaction=edit
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seperti pada misconduct tertentu, tindakan kelalaian (negligence), 

ataupun suatu kekurangmahiran/ketidakkompetenan yang tidak 

beralasan dari penyelenggara pelayanan kesehatan yang 

mengakibatkan kerugian pasien 

 

3. Hukum dan Keadilan Masyarakat 

Orientasi dari pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia 

adalah masyarakat. Masyarakat menjadi bagian yang sangat penting 

dalam suatu negara dan ketika negara telah menjamin adanya 

pemenuhan hak dan kewajiban bagi warga negaranya maka negara 

perlu untuk untuk mengupayakan berbagai hal agar masyarakat 

dapat hidup dengan sejahtera. Sejalan dengan itu, Indonesia juga 

menerapkan yang nama konsep keadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia, maka tidak ada yang berat sebelah dalam setiap 

pelaksanaan pemerintahan yang ada.  

Keadilan adalah suatu keselarasan hubungan antar manusia 

dengan masyarakatnya yang sesuai dengan moral yang berlaku 

didalam masyarakat (Soekanto, 2005:185). Sehingga konsep keadilan 

didalam masyarakat sangatlah penting untuk dijaga. Dapat 

dibayangkan jika dalam penyelenggaraan negara, pemerinah tidak 

dapat berlaku adil maka hal tersebut akan menyebabkan banyak 

sekali pergolakan di dalam masyarakat. Masyarakat bisa saja tidak 

lagi percaya kepada pemerintah.  

Kedudukan hukum didalam suatu negara juga merupakan hal 

yang fundamental atau mendasar. Hukum ada sebagai pembela 

penerapan keadilan bagi masyarakat. Hukum dilahirkan untuk 

manusia bukan untuk huku itu sndiri. Karena itu, hukum harusnya 

bisa merepresentasikan keadilan masyarakat. Hukum harus bisa 

memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat.  

 

4. Jaminan Pelayanan Kesehatan Pasien  

Pengaturan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di 

Indonesia, secara filosofis berasal dari pasal 34 (1) UUD NRI 1945 

yang menetakan pelayanan kesehatan sebagai tanggung jawab 

negara, dan pasal 28H ayat (1) yang menetapkan menegenai hak 

warga negara untuk mendaptkan pelayanan kesehatan. Kedua pasal 

tersebut merupakan perwujudan dari sila kemanuasiaan yang adil 

dan beradab dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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Penyediaan pelayanan kesehatan berkaitan dengan nilai yang 

menjunjung harkat martabat manusia Indonesia, sedangkan 

penetapan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan 

perwujudan dari sila keadilan sosial yang mewujudkan pemerataan.  

Perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan meliputi 1) 

Aspek administrasi; 2) Aspek pidana; dan 3) Aspek perdata. Aspek 

administrasi berkaitan jenis dan mutu pelayanan dasar yang 

erupakan urusan pemerintahan untuk menjamin keselamatan pasien 

di rumah sakit. SPM (Standar Pelyanan Kesehatan Minimal) menjadi 

acuan penyelenggaran layanan rumah sakit, yang pada dasarnya 

adalah bisnis dibidang layanan kesehatan yang dilakukan oleh 

institusi. Sebagaimana dinayatakan dalam pasal 1 Undang-undang 

Nomor 44 tahun 2009 bahwa layanan kesehatan rumah sakit 

dilakukan oleh institusi layanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehata perorangan secara paripurna yang mneyediakan 

pelyanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 10  Standar 

layanan rumah sakit harus memenuhi persyaratan institusional 

rumah sakit.11 Aspek Pidana dalam perlindungan warga masyarakat 

untuk memperoleh layanan kesehatan merupakan aspek represif, 

yaitu ketika terjadi malapraktik oleh dokter rumah sakit. Dalam aspek 

ini lebh sering menyasar kepada dokter rumah sakit dari pada rumah 

sakitnya. Aspek perdata juga berkaitan dengan perlindungan 

represif, yaitu perlindungan hukum apabila terjadi kerugian yang 

disebabkan oleh kesalaan/kelalaian dokter. Gugatan dilakukan ketika 

dokter diruah sakit diduga melakukan kelalaian/kesalahan dalam 

kontra prestasi atas dasar persetujuan rencana tindakan 

medik/informed consent yang memuat disampaing penjelasan 

mengenai tindakan medis dan alasannya, juga memuat kesanggupan 

pasien/ keluarganya untuk membayar biaya medis tersebut. 

Tindakan medis dilakukan setelah urusan administrasi keuangan 

diselesaiakan oleh pihak pasien, baik sebagian ataupun seluruhnya 

titik.  

 

 

 

 
10  Pasal 1 UU No.44/2009  
11  Pasal 5 UU No.44/2009 
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5.  Perlindungan Hukum Pasien  

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia, maka 

kebutuhan itu akan senantiasa untuk dipenuhi dalam rangka 

peningkatan kualitas kesehatan manusia, agar dalam kehidupannya 

senantiasa terjamin. Tenaga kesehatan akan melakukan apa yang 

dikenal dengan upaya kesehatan dan objek dari upaya kesehatan 

adalah pemeliharaan kesehatan, baik pemeliharaan kesehatan 

masyarakat maupun pemeliharaan kesehatan individu. Pada 

pelayanan kesehatan individu terdapat hubungan antara pasien, 

dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit. Hubungan itu manjadi 

landasan bagi pengaturan kaidah-kaidah mengenai kesehatan untuk 

melindungi pasien berupa hukum kesehatan dan norma-norma lain 

seperti moral, etik, kesulilaan, kesopanan dan ketertiban. 

Perlindungan hokum terhadap pasien sebagai konsumen jasa 

pelayanan kesehatan pada dasarnya harus dimulai transaksi 

terapeutik dibuat, artinya transaksi/perikatan atas dasar kesetaraan 

antara kedua belah pihak. Selain itu jalinan komunikasi antara kedua 

belah juga senantiasa dijaga, hal ini dimaksudkan untuk 

meminimalisir terjadinya tindakan yang disengaja (intentional) 

seperti pada misconduct tertentu, tindakan kelalaian (negligence), 

ataupun suatu kekurangmahiran/ketidakkompetenan yang tidak 

beralasan dari penyelenggara pelayanan kesehatan yang 

mengakibatkan kerugian pasien. 

Pada prinsipnya tujuan dikeluarkan Undang-undang tentang 

kesehatan adalah memberikan perlindungan kepada pasien, sama 

denga makna yag dituangkan dalam U-dang-undang Nomor 29 

tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang mengatakan : 

pengaturan praktik kedokteran bertuuan untuk:  

a) Memeberikan perlindungan kepada pasien; 

b) Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yag 

diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan  

c) Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan 

dokter gigi 

Hak dan kewajiban dalam keidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara merupakan dua hal yang korelatif. Artinya dalam 

suatu atau sebuah hubungan hukum, maka hak dari salah satu pihak 

merupKn keharusan bagi pihak yang lain. 
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C. Kesimpulan  

Situasi bukanlah suatu pengahalang bagi pelaksanaan keadilan 

di dalam praktek kenegaraan Bangsa Indonesia. Ketika kita 

menghadapi pandemi covid-19 bukan berarti kita memfokuskan 

pandangan kita hanya untuk menyelesaikan covid-19 saja, tapi 

bagaimana kita bisa untuk melihat berbagai macam masalah yang 

terjadi akibat adanya pandemi ini kemudian mencari solusi untuk 

menyeleaikannya.  

Perlindungan warga negara ditengah pandemi covid-19 bukan 

hanya konsentrasikan bagi para pasien yang terpapar, namun para 

pasien hemodialisis pun perlu mendaptkan pemantuan yang baik. 

Dapat dibayangkan apabila para pasien hemodialisis yang perlu 

mendapatkan perawatan cuci darah secara rutin dirumah sakit naun 

harus ditolak akibat rumah sakit penuh dengan pasien covid-19 dan 

dapat berujung pada kematian pasien hemodialisis.  

Pemerintah selaku pembuat kebijakan dan pengambil 

keputusan perlu untuk mencermati masalah ini sehingga dapat 

diselesaikan dengan baik. Yang perlu dilakuakn pemerintah adalah 

menyediakan satu rumah sakit khusus untuk para pasien 

hemodialisis dan satu untuk pasien hemodialisis yang terpapar virus 

corona. Hal tersebut mungkin sangatlah rumit untuk dilaksanakan, 

tapi inilah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk bisa 

melindungi para pasien hemodialisis. Pasien hemodialisis 

merupakan pasien yang memerlukan pelayanan khusus serta 

pemeriksaan yang baik, dengan kondisi yang tidak stabil dan 

cenderung dapat berubah-ubah proses pemeriksaan kesehatan awal 

pasien hemodialisis jugaperlu dilakukan lebih kusus lagi. Sehingga 

kita dapat mengetahui apakah pasien ini benar-benar terpapar virus 

corona atau efek dari penyakitnya saja. Melalui masalah ini juga kita 

dapat melihat bagaimana komitmen pemerintah dalam melindungi 

warganya melalui bervagai macam kebijakan yang dikeluarkan.  

Penyelesaian pandemi covid-19 juga bukan hanya tugas 

pemerintah tapi juga tugas masyarakat. Masyarakat terkadang terlalu 

acuh dengan keadaan sehingga tingkat pasien yang terpapar covid-

19 terus bertambah kian hari. Ini semua karena masyarakat tidak mau 

mematuhi prokes yang berlaku serta tetap melanggar atura-atran 

yang telah dibuat. Akibatnya, rumah sakit yang sebenarnya bisa 
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digunakan bagi para pasien hemodialsis harus mengalah dan 

menunggu untuk bisa mendapatkan perawatannya.  

Tidak ada yang pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir, 

namun itu bukanlah suatu alasan untuk menyepelekan hal-hal lain 

memberikan dampak besar bagi kehidupan. Kita sudah harus mulai 

hidp bermpingan dengan yang namaya covid-19 menyesuaikan diri 

dengan keadaan yang ada.  

Selesaikan masalah bukan dengan menambah masalah. Itulah 

yan perlu dilakukan pemerintah Indnesia untuk melindungiseluruh 

warga negaranya dengan sebaik-baiknya.   
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